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PUTUSAN
Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nnk

~-*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

................................ , tempat tanggal lahir Tarakan, 5 Februari 1997, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di .............. , Provinsi Kalimantan

Utara, selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

................................ , tempat tanggal lahir Tarakan, 11 Januari 1991, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di ............. , Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.NnK,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at

Islam pada tanggal 05 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor: ........... , tanggal 05 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi
KALIMATAN UTARA;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah kediaman Rumah Orang Tua Penggugat di
Desa/Kelurahan Sebengkok  Tiram, Kecamatan Tarakan, Kabupaten
Tarakan selama 3 TAHUN, kemudian berpindah-pindah dan terakhir
bertempat di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa/Kelurahan Sebengkok
Tiram, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Tarakan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 ANAK anak yang
bernama :
a. . , umur 5 tahun.
b. ......... , umur 3 tahun.
dan 2 ANAK anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4, Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 17 Agustus 2018 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

a. Tergugat memberikan nafkah, namun tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul,

menampatr, dil apabila sedang marabh;
c. Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang, seperti Narkoba;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan 17
Agutus 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan
Tergugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sampai sekarang selama 3 tahun berturut-turut;

7. Bahwa pihak keluarga sudah  pernah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas

Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
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9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan,
oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh
Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili,
serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rudy Setiawan bin H

Azis) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Sangkala).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider:
Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .......... , NIK ........ ,

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata
sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode
P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. .......... , dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Tarakan Tengah tanggal 25 Mei 20015, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan
diparaf;
3. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga, No. ......yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah
dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan
dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;
4. Asli Suket Domisili atas nama Sri Wahyuni, No. .............. , yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai,
bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan
di paraf;
5. Fotokopi Petikn Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor
.......... tanggal 18 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;;
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti saksi
dan mencukupkan alat buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di
persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang
sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBQ);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, namun oleh karena perkara ini didasarkan
pada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka
majelis membebani Penggugat wajib saksi atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan menyatakan tidak dapat mendatangkan
alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dibuat oleh pejabat yang
berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan
akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan
Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah
bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut
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telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang
merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka Penggugat dan Tergugat
dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama
Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 18 Februari 2019 terbukti bahwa
Tergugat telah dijatuhi sanksi pidana 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) Bulan
penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti
surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan
telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Tergugat telah dijatuhi sanksi pidana 5 (lima) tahun dan 9
(sembilan) Bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana surat
gugatan adalah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dengan dalil bahwa di
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi pertengkaran terus menerus, bahkan perlakuan kekerasan dalam rumah

tangga;
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Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus,
bahkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata tidak bisa
dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang terbukti di persidangan adalah Tergugat telah
dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) Bulan, karena
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa peceraian dapat terjadi ketika salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian dengan
alasan Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat, Penggugat telah menyampaikan petikan putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Selor (bukti P.5) yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan
gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal
19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (........ccccccooriiiiienennnns )
terhadap Penggugat (......ccccoovvvveeeeeniinennen. );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami oleh kami Muhammad
Ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy. Feriyanto, S.H.I.

Panitera,
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P. :Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T. :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 149/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



